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1 1. Kemendagri selaku Kementerian yang berwenang SELESAI
mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dalam
negeri/Pemerintahan Daerah tidak memberi ruang
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untuk dialog dengan sektor (K/L), meskipun ada UU
sektor yang masih berlaku. Mereka yang mempunyai
kewenangan untuk mengesahkan Perda OPD
nantinya. Bila tidak ada rujukan regulasi yang jelas
mereka pasti akan menganulir Perda yang diajukan
daerabh;

2. Dalam situasi yang darurat tentu harus ada langkah
antisipatif yang harus dilakukan, Permentan Nomor
43 Tahun 2016 sebagai langkah yang diambil
Kementerian Pertanian untuk memberikan ruang
kepada daerah menata kelembagaan Pertaniannya.
Apabila tidak maka hanya akan ada dua (2) Dinas
yang memungkinkan, satu untuk sub sektor
Pertanian yang urusan pilihan dan satu Dinas untuk
Ketahanan Pangan yang urusan wajib.

3. Jadi untuk menghindari kekosongan regulasi
tersebut, maka Permentan Nomor 43 Tahun 2016
tersebut sebagai jembatannya. Sistem Penyuluhan
Pertanian harus tetap berjalan meskipun saat ini
pada masa transisi kelembagaannya tidak berdiri
sendiri tetapi fungsi penyuluhan sudah terakomodir
pada rumpun fungsi pertanian.
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. Anggaran

1. Hak-hak anggota KTNA tertera pada anggaran

rumah tangga Bab |, Pasal , setiap anggota
mempunyai hak:

Memperoleh perlakukan yang sama dari organisasi;
Mengeluarkan pendapat, saran-saran dan usul-usul,
Memilih dan dipilih;

Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan
dan penataran serta bimbingan dan organisasi;

Dan lainnya yang diatur dalam organisasi;

Dasar-Anggaran  Rumah  Tangga
Kelompok KTNA dapat diambil di Sekretariat
Nasional, d/a Kanpus Kementerian Pertanian
Gedung D Lantai 5, Jalan Harsono RM No 3
Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

. Apabila terjadi kecurangan maka dapat dilaporkan

sesuai dengan tingkatannya masing-masing seperti:
Di tingkat desa dilaporkan kepada Ketua KTNA
Kecamatan ditembuskan kepada Ketua Kelompok
KTNA/Kota;

Di tingkat Kecamatan dilaporkan kepada Ketua
Kelompok Nasional yang akan ditindaklanjuti di
Forum Rembug Harian Terbatas Kelompok KTNA
Nasional;

Di tingkat Nasional dilaporkan kepada Ketua umum
Kelompok Nasional yang akan ditindaklanjuti di
Forum Rembug Harian Lengkap Kelompok KTNA
Nasional.
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, 1. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang SELESAI
EJLAPOR! Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (SP3K) pada Pasal 32 Ayat (3), bahwa
Bl e ias brises i Eerda ks e, pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan
N L tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya
operasional penyuluh PNS, serta sarana dan
prasarana bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN), sedangkan pembiayaan
penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan
programa penyuluhan; dan pada Ayat (4)
mengamanatkan, jumlah tunjangan jabatan
fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3) didasarkan pada jenjang
jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

~ : 2. Hasil tersebut diatas ditindaklanjuti oleh Peraturan
peen i Pemerintah (PP) No0.43 Tahun 2009 tentang
Sl Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan
—— Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Pada Pasal 10 Ayat (1) setiap Penyuluh PNS yang
telah mendapat sertifikasi profesi sesuai standard
kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya,
diberikan tunjangan profesi penyuluh dan pada Ayat
(2) besarnya tunjangan profesi penyuluhan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan
jenjang profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;




3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian
PNS untuk mendapat sertifikasi profesi sudah
dimulai sejak tahun 2011 s.d sekarang. Sejalan
dengan hal tersebut masing-masing Kementerian
Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kementerian
Kehutanan telah memproses dokumen-dokumen
yang diperlukan sehingga diharapkan dapat
direalisasikan tunjangan profesi untuk penyuluhnya.
Namun demikian sebelum terlaksana, telah
diterbitkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 80 Ayat (2)
mengatur tunjangan yang diberikan kepada PNS
hanya meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan
kemahalan;

4. Hasil  konsultasi dengan  Sub  Direktorat
Penganggaran Remunerasi, Ditjen Harmonisasi
Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan,
bahwa usulan pemberian tunjangan profesi bagi
Pejabat Fungsional Penyuluh tidak mendapat
dukungan dari Kementerian Keuangan yang
disebabkan karena sebagian besar Kabupaten/Kota
di Indonesia telah mempunyai beban APBD yang
tinggi dengan kenaikan setiap tahun mencapai 30
s.d 40 % untuk pembayaran gaji dan tunjangan
pegawainya yang pada akhirnya akan dibebankan
ke APBN.
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1. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (SP3K) pada Pasal 32 Ayat (3), bahwa
pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan
tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya
operasional penyuluh PNS, serta sarana dan
prasarana bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN), sedangkan pembiayaan
penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan
programa penyuluhan; dan pada Ayat (4)
mengamanatkan, jumlah tunjangan jabatan
fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3) didasarkan pada jenjang
jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

. Hasil tersebut diatas ditindaklanjuti oleh Peraturan

Pemerintah (PP) No0.43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Pada Pasal 10 Ayat (1) setiap Penyuluh PNS yang
telah mendapat sertifikasi profesi sesuai standard
kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya,
diberikan tunjangan profesi penyuluh dan pada Ayat
(2) besarnya tunjangan profesi penyuluhan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan
jenjang profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;
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3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian
PNS untuk mendapat sertifikasi profesi sudah
dimulai sejak tahun 2011 s.d sekarang. Sejalan
dengan hal tersebut masing-masing Kementerian
Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kementerian
Kehutanan telah memproses dokumen-dokumen
yang diperlukan sehingga diharapkan dapat
direalisasikan tunjangan profesi untuk penyuluhnya.
Namun demikian sebelum terlaksana, telah
diterbitkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 80 Ayat (2)
mengatur tunjangan yang diberikan kepada PNS
hanya meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan
kemahalan;

4. Hasil  konsultasi dengan  Sub  Direktorat
Penganggaran Remunerasi, Ditjen Harmonisasi
Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan,
bahwa usulan pemberian tunjangan profesi bagi
Pejabat Fungsional Penyuluh tidak mendapat
dukungan dari Kementerian Keuangan yang
disebabkan karena sebagian besar Kabupaten/Kota
di Indonesia telah mempunyai beban APBD yang
tinggi dengan kenaikan setiap tahun mencapai 30
s.d 40 % untuk pembayaran gaji dan tunjangan
pegawainya yang pada akhirnya akan dibebankan
ke APBN.




7 1. Pencairan dana bantuan penelitian dibayarkan melalui | SELESAI
EJLAPOR! Perguruan Tinggi untuk diteruskan kepada peserta tugas

belajar. Bantuan penelitian tersebut dapat diterima oleh

T TLEe Rt PEre peserta tugas belajar pada saat yang bersangkutan
menyerahkan proposal penelitian kepada Perguruan
Tinggi;

2. Bantuan Penelitian diberikan kepada peserta tugas
belajar Pogram S2 pada semester Ill, sedangkan
bantuan penelitian untuk program S3 diberikan pada
semester V. Selanjutnya kami akan berkoordinasi
dengan pihak terkait agar proses pencairan dana
bantuan penelitian dimaksud dapat terlaksana sesuai
dengan kebutuhan mahasiswa dan peraturan yang
berlaku
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Untuk memudahkan penyuluh pertanian dalam melakukan
pembinaan kelompok tani di wilayah kerjanya maka didalam
satu WKPP disarankan jumlah kelompok tani berjumlah
antara 8 s/d 16 kelompok tani;

Penirian kelompok tani telah diatur dalam Permentan nomor
82 tahun 2013 pada Lampiran |, Bab 2 tentang Pedoman
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan
Gabungan kelompok Tani.

Sementara itu, terkait dengan petani kecil tidak
mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, bahwasanya
Kementerian Pertanian memiliki program pembangunan
yang terstruktur, terarah dengan skala prioritas. Bantuan
kepada petani diberikan dengan berbasis kelompok yang
diusulkan secara berjenjang dari desa hingga provinsi
melalui dinas teknis/kelembagaan penyuluhan
kabupaten/kota yang dimasukkan kedalam e-proposal
untuk kegiatan satu tahun sebelumnya dan masing-masing
program  mempunyai  persyaratan  khusus  untuk
menentukan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL).
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Pelaksanaan program dan kegiatan dana desa ada
merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi

SELESAI




EJLAPOR!

Tunjangan Profesi Bagi Penyuluh Kehutanan, Prtanian dan
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5. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (SP3K) pada Pasal 32 Ayat (3), bahwa
pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan
tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya
operasional penyuluh PNS, serta sarana dan
prasarana bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN), sedangkan pembiayaan
penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan
programa penyuluhan; dan pada Ayat (4)
mengamanatkan, jumlah tunjangan jabatan
fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3) didasarkan pada jenjang
jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan;

. Hasil tersebut diatas ditindaklanjuti oleh Peraturan

Pemerintah (PP) No0.43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Pada Pasal 10 Ayat (1) setiap Penyuluh PNS yang
telah mendapat sertifikasi profesi sesuai standard
kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya,
diberikan tunjangan profesi penyuluh dan pada Ayat
(2) besarnya tunjangan profesi penyuluhan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan
jenjang profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;
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7. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian
PNS untuk mendapat sertifikasi profesi sudah
dimulai sejak tahun 2011 s.d sekarang. Sejalan
dengan hal tersebut masing-masing Kementerian
Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kementerian
Kehutanan telah memproses dokumen-dokumen
yang diperlukan sehingga diharapkan dapat
direalisasikan tunjangan profesi untuk penyuluhnya.
Namun demikian sebelum terlaksana, telah
diterbitkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 80 Ayat (2)
mengatur tunjangan yang diberikan kepada PNS
hanya meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan
kemahalan;

8. Hasil  konsultasi dengan  Sub  Direktorat
Penganggaran Remunerasi, Ditjen Harmonisasi
Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan,
bahwa usulan pemberian tunjangan profesi bagi
Pejabat Fungsional Penyuluh tidak mendapat
dukungan dari Kementerian Keuangan yang
disebabkan karena sebagian besar Kabupaten/Kota
di Indonesia telah mempunyai beban APBD yang
tinggi dengan kenaikan setiap tahun mencapai 30
s.d 40 % untuk pembayaran gaji dan tunjangan
pegawainya yang pada akhirnya akan dibebankan
ke APBN.
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Tunjangan Belajar bagi mahasiswa S2 dan S3 yang
dbiayai oleh DIPA BPPSDMP sejak bulan Januari 2015
sudah dibayarkan setiap 2 bulan sekali;

Pembayaran setiap bulan dinilai tidak efektif dari sisi
administrasi, khusunya dengan penggunaan system
SPAN di KPPN;

Seringnya terjadi kesalahan input dalam proses
administrasi keuangan dapat mengakibatkan kegagalan
pembayaran kepada peserta tugas belajar sesuai waktu
yang ditetapkan, hal ini berakibat pada keterlambatan
penerimaan biaya tunjangan kepada mahasiswa;

Data administrasi yang diserahkan mahasiswa kepada
Pusat Pendidikan masih terdapat beberapa kesalahan,
sehingga input data kepada KPPN untuk proses transfer
mengalami penolakan.
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Permohonan Informasi “ Ayat (2) butir D) Bukan
Aparat/Pamong Desa, apakah Aparat tersebut
termasuk PNS, Guru, TNI/POLRI

Makna bukan Aparat/Pamong Desa untuk kepengurusan
Gapoktan, seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-
Seksi sebagaimana tercantum pada Permentan Nomor 82
Tahun 2013, bahwa kepengurusan Gapoktan itu bukan
berasal dari Aparatur Negara (Pegawai Negeri Sipil, TNI/
POLRI) maupun Pamong Desa (Kepala Desa dan
Perangkat Desa Lainnya.

SELESAI




